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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan pengrusakan oleh massa pendukung 
calon bupati dan wakil bupati Jeneponto dan untuk mengetahui upaya-
upaya apa saja yang dilakukan untuk mencegah kejahatan pengrusakan 
oleh massa pendukung calon bupati dan wakil bupati Jeneponto. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Polres Jeneponto dengan wawancara 
langsung dengan pihak kepolisian yang mempunyai tugas dalam menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat, dan di KPU Jeneponto sebagai 
pihak penyelenggara pemilihan umum, serta di Panwaslu Jeneponto. 
Dalam hal ini panwaslu sebagai pihak yang mengawasi jalannya 
pemilihan umum. 
 
Temuan yang diperoleh dari penelitian antara lain adalah (1) 
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pengrusakan oleh 
massa pendukung calon bupati dan wakil bupati di kabupaten Jeneponto 
antara lain: faktor kekecewaan, faktor psikologis dan faktor simpatik, 
adanya pihak-pihak tertentu yang memprovokasi jalannya aksi unjuk rasa, 
serta lemahnya faktor pengamanan oleh pihak kepolisian. (2) Upaya-
upaya yang dilakukan untuk mencegah kejahatan pengrusakan oleh 
massa pendukung calon bupati dan wakil bupati di kabupaten Jeneponto 
adalah: upaya pre-emtif yang mendatangi tokoh masyarakat dan 
melakukan pengarahan agar tidak melakukan aksi anarki dan 
pemberitahuan lebih awal kepada instansi yang dijadikan sasaran aksi 
unjuk rasa. Upaya preventif berupa tindakan pencegahan yang tata cara 
menjalankannya sudah diatur dalam prosedur tetap Kepolisian Negara 
Republik Indonesia No: protap/1/x/2010 tentang penanggulangan anarki 
dan upaya rerpresif berupa tindakan terakhir yang dilakukan oleh 
kepolisian ketika aksi unjuk rasa sudah tidak terkendali lagi, mengenai 
cara penindakan upaya represif sudah diatur juga dalam prosedur tetap 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk 
terbesar ke-4 di dunia, yakni berdasarkan sensus penduduk tahun 
2010 sebesar 237,6 juta jiwa
1
. Dengan besarnya jumlah penduduk 
serta tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka Indonesia 
memiliki kekuatan massa yang sangat besar yang dapat menjadi 
permasalahan apabila hukum sebagai norma tertulis dan patokan 
baku dalam kehidupan bernegara tidak dapat mengatur kekuatan 
tersebut agar tetap terkendali dalam kehidupan masyarakat yang 
aman dan tertib. 
Secara umum massa diartikan sebagai orang yang tidak 
saling mengenal, berjumlah banyak, anggotanya heterogen, 
berkumpul di suatu tempat dan tidak individualistis2. Massa dapat 
pula diartikan sebagai suatu kelompok yang beranggotakan lebih 
dari dua orang yang sifatnya lebih temporer, serta mempunyai 
tujuan yang sama3. 
Dewasa ini tindakan perusakan dan penghancuran barang 
atau bangunan yang dilakukan oleh massa semakin marak terjadi. 
Tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai macam 
                                                             
1 http://www.bps.go.id. Download tanggal 28 september 2013, pada jam 20.32 WITA 
2 W.A. Gerungan, Psikologi Sosial, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 91 
3 W.A. Gerungan, Op. Cipt., hlm. 90 
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permasalahan, namun pada umumnya tindakan tersebut 
merupakan akibat dari ketidakpuasan massa terhadap berbagai 
permasalahan yang terkait dengan sara, politik, ekonomi, dan 
hukum Indonesia.  
Indonesia sebagai Negara yang memiliki masyarakat yang 
majemuk sedang dilanda oleh krisis multi dimensi di berbagai 
sektor kehidupan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya suatu 
ketidakseimbangan, ketidakharmonisan, kesenjangan sosial yang 
tinggi, dan kekacauan kehidupan bermasyarakat4. Hal ini 
mengakibatkan perubahan dalam kondisi sosial (masyarakat) 
Indonesia dan menyebabkan mudah diprovokasi, sensitif, dan 
cenderung berperilaku anarkis. Pada akhirnya masyarakat 
melakukan tindakan perusakan dan penghancuran barang atau 
bangunan secara beramai-ramai sebagai bentuk kekecewaan 
masyarakat. 
Tindakan perusakan dan penghancuran barang atau 
bangunan tersebut merupakan bagian dari kekerasan massa. 
Kekerasan massa itu sendiri secara khusus sebenarnya lebih 
berbahaya dibandingkan dengan kejahatan individual, karena ia 
memiliki dampak yang amat besar pada rusaknya sistem hukum 
yang telah dibangun, karena kepastian hukum akan sangat sulit 
ditegakkan. Hal ini disebabkan karena kekerasan/brutalisme massa 
                                                             
4 “ Membangun Semangat Nasionalisme Dengan Bingkai Kearifan Lokal”, 
http://www.setneg.go.id. Download tanggal 28 september 2013, pada jam 20.40 WITA 
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sering secara diam-diam dianggap sebagai jalan keluar untuk 
melampiaskan „dendam sosial‟ dengan cara tidak bertanggung 
jawab dan bersifat anonim. 
Salah satu tindakan perusakan dan penghancuran barang 
atau bangunan yang dilakukan oleh massa yang menarik perhatian 
masyarakat ialah kasus perusakan yang dilakukan oleh massa 
simpatisan salah satu bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di 
kabupaten Jeneponto yang bertake line (Barani-Uranta). Dalam 
kasus tersebut massa bergerak dengan membawa sejumlah 
perlengkapan bambu runcing dan batu yang berakhir dengan 
pelemparan batu dan berujung bentrok dengan aparat kepolisian5. 
Merujuk pada hukum pidana positif Indonesia, tindakan 
anarkis massa yang dilakukan dengan cara merusak dan 
menghancurkan sesuatu barang atau bangunan telah terdapat 
pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yaitu pada Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1). Oleh 
karena itu, terhadap pelanggaran ketentuan tersebut dapat 
dikatakan sebagai pelanggaran hukum pidana dan merupakan 
tindak pidana. Meskipun telah ada pengaturan mengenai 
perusakan dan penghancuran terhadap barang atau bangunan, 
namun hal itu tidak serta merta menjamin bahwa permasalahan 
mengenai setiap tindakan pengrusakan dan penghancuran 
                                                             
5 http://www.nasionalxpos.co.id/2013/09/aksi-simpatisan-massa-barani-uranta.html Download 
tanggal 28 september 2013, pada jam 21.00 WITA 
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terhadap barang atau bangunan yang dilakukan oleh massa lantas 
telah selesai dan tidak akan terjadi kembali tindak pidana serupa 
dikemudian hari. Hal tersebut kembali pada efektif atau tidaknya 
penegakan hukum di Indonesia. 
Aparat kepolisian sebagai penegak hukum seharusnya 
menindak para pelaku tindakan perusakan dan penghancuran 
barang atau bangunan dengan mengenakan Pasal 170 ayat (1) 
dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, namun ketika akan menindak para 
pelaku tersebut pihak aparat kepolisian dihadapkan dengan suatu 
kondisi yang dilematis, yaitu disatu sisi pihak kepolisian sebagai 
aparat penegak hukum tentunya memiliki kewajiban untuk 
menegakkan hukum agar tercipta ketertiban dan keamanan dalam 
masyarakat. Namun disisi lain, pihak kepolisian juga bertugas untuk 
melayani masyarakat sehingga mereka harus mempertimbangkan 
aspek-aspek sosiologis dalam masyarakat dalam menindak para 
pelaku tindakan tersebut untuk menghindari dampak sosial lain 
atau timbulnya masalah baru yang lebih besar apabila kepolisian 
serta merta menangkap dan menahan pelaku tindakan perusakan 
dan penghancuran barang atau bangunan yang dilakukan oleh 
massa. 
Ketidaktegasan aparat kepolisan dalam menindak para 
pelaku tindakan perusakan dan penghancuran barang atau 
bangunan oleh massa dalam penegakan hukum pidana 
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menyebabkan tidak adanya efek jera bagi para pelaku dan tidak 
adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu, 
penggunaan hukum pidana dalam penegakan hukum oleh aparat 
penegak hukum, khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi 
tindakan perusakan dan penghancuran terhadap barang atau 
bangunan yang dilakukan oleh massa tersebut hanyalah bersifat 
represif, sehingga ia hanya merupakan “pengobatan simptomatik” 
bukan “pengobatan kausatif”, artinya penggunaan hukum pidana 
merupakan penanggulangan sesuatu gejala dan bukan suatu 
penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya6. 
Dari uraian tersebut di atas mendorong keingintahuan 
Penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang kasus perusakan 
dan penghancuran barang atau bangunan, khususnya di 
Kabupaten Jeneponto, sehingga Penulis mengangkat judul 
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pengrusakan Oleh 
Massa Pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati (Studi Kasus 
di Kabupaten Jeneponto Tahun 2013)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar 
belakang masalah diatas, maka penulis mengemukakan rumusan 
masalah sebagai berikut : 
                                                             
6 Barda Namawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
1996, hlm. 24 
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1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
pengrusakan oleh massa pendukung calon bupati dan wakil 
bupati Jeneponto? 
2. Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah kejahatan 
pengrusakan oleh massa pendukung calon bupati dan wakil 
bupati Jeneponto? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan pengrusakan oleh massa pendukung calon bupati 
dan wakil bupati Jeneponto. 
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencegah 
kejahatan pengrusakan oleh massa pendukung calon bupati 
dan wakil bupati Jeneponto  
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan 
penelitian ini adalah : 
1. Memberi sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
hukum pidana. 
2. Sebagai literatur tambahan yang membahas tentang kasus 
perusakan dan penghancuran barang atau bangunan 
3. Dapat menjadi masukan bagi pihak aparat kepolisian dalam 
menanggulangi aksi perusakan yang dilakukan oleh massa.  
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4. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada 
bagian pidana, serta merupakan satu syarat dalam 






A. Kriminologi  
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali 
dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli 
antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni 
kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu 
pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang 
kejahatan. 
Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi 
sebagai berikut7 : 
1. Edwin H. Sutherland : criminology is the body of knowledge 
regarding delinquency and crime as social phenomena 
(Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas 
kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. 
2. W.A. Bonger : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. 
3. J. Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-
musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. 
                                                             
7 A.S Alam, Pengantar Kriminologi, Pen. Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 1. 
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4. WME. Noach : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang 
tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Skop (ruang lingkup pembahasan) kriminologi mencakup 
tiga Hal pokok8, yakni: 
1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana 
(making laws). 
2. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking laws) , dan 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 
breaking laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan 
kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga 
reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan (criminal prevention). 
Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana 
(process of making laws) adalah : 
a. Definisi kejahatan 
b. Unsur-unsur kejahatan 
c. Relativitas pengertian kejahatan 
d. Penggolongan kejahatan 
e. Statistik kejahatan 
                                                             
8 Ibid., hlm. 2 
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Yang dibahas dalam proses etiologi kriminal (breaking Laws) 
adalah : 
a. Aliran-aliran (mahzab-mahzab) kriminologi 
b. Teori-teori kriminologi dan 
c. Berbagai perspektif kriminologi 
Yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan 
Terhadap pelanggar-pelanggar hukum (reacting toward the 
breaking laws) antara lain : 
a. Teori-teori penghukuman 
b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik 
berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif. 
3. Pembagian Kriminologi 
Krimonologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu9 : 
1. Kriminologis Teoritis 
Secara teoritis ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang 
pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya 
mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. 
a. Antropologi Kriminal : 
Antrpologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. 
Misalnya : menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya : 
                                                             
9 Ibid., hlm. 4-7 
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tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya 
menonjok keluar, dahinya mencong dan seterusnya. 
b. Sosiologi Kriminal : 
Sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di dalam kategori 
sosiologi kriminal adalah : 
1) Etiologi sosial : 
Etiologi sosial yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-
sebab timbulnya suatu kejahatan. 
2) Geografis : 
Geografis yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik 
antara letak suatu daerah dengan kejahatan. 
3) Klimatologis  
Klimatologis adalah yaitu ilmu yang mempelajari hubungan 
timbal balik antara cuaca dan kejahatan. 
c. Psikologi Kriminal : 
Psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini 
adalah : 
(1) Tipologi : 






(2) Psikologi Sosial Kriminal : 
Psikologi sosial kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial. 
d. Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal 
Psikologi dan neuro phatologi kriminal yaitu ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa / 
gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di 
rumah sakit jiwa seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar. 
e. Penologi 
Penologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
sejarah, arti dari faedah hukum. 
Pelaksanaan hukuman telah banyak membawa kesuksesan 
berupa terjaminnya keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. 
Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
ditentukan dua macam hukuman yaitu hukuman pidana pokok 
berupa hukuman pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan 
hukuman tutupan; dan hukuman pidana tambahan seperti 
pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang serta 
pengumuman keputusan hakim. 
Hukuman mati masih dicantumkan dalam KUHP, dengan 
maksud untuk mencegah adanya perbuatan pidana yang kelewatan 
batas atau minimal memberikan lampu merah kepada penjahat 
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untuk tidak berbuat kejahatan yang luar biasa. Pencantuman 
hukuman pidana mati ini belum menemukan adanya penyesuaian 
faham di antara para sarjana, ada yang pro dan ada yang kontra.  
2. Kriminologi Praktis 
Kriminologi praktis yaitu ilmu pengetahuan yang berguna 
untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. 
Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan 
ilmu pengetahuan yang diamalkan (applied criminology). Cabang-
cabang dari kriminologi praktis adalah : 
a. Hygiene Kriminal : 
Hygiene kriminal yaitu cabang krimininologi yang berusaha 
untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya 
meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (guidance and 
counceling) penyediaan sarana olahraga, dan lainnya. 
b. Politik Kriminal : 
Politik kriminal yaitu ilmu yang mempelajari tentang 
bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya 
kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta 
berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat 
menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan 
keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk dapat memperoleh 
semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah 
tehnik sipenjahat melakukan kejahatan. 
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c. Kriminalistik (police scientific)  
Kriminalistik (police scientific) yaitu ilmu tentang penyelidikan 
tehnik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan. 
4.  Aliran Pemikiran dalam Kriminologi 
1. Aliran Klasik 
Landasan pemikiran aliran klasik adalah sebagai berikut
10
 : 
a. Individu dilahirkan dengan kehendak bebas (free will) hidup 
menentukan pilihannya sendiri. 
b. Dalam bertingkah laku, manusia memiliki kemampuan untuk 
memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya 
sendiri (hedonisme). 
c. Individu memiliki hak asasi diantaranya hak untuk hidup, 
kebebasan, dan memiliki kekayaan. 
d. Pemerintah Negara dibentuk untuk melindungi hak-hak 
tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara 
yang diperintah dan yang memerintah. 
e. Setiap warga Negara hanya menyerahkan sebagian dari hak 
asasinya kepada Negara sepanjang diperlukan oleh Negara 
untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan bagian 
terbesar dari masyarakat. 
f. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial, 
oleh karena itu kejahatan merupakan kejahatan moral. 
                                                             
10 Ibid., hlm.32 
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g. Hukumannya hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan 
untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan 
hukuman adalah untuk mencegah kejahatan dikemudian hari. 
h. Setiap orang dianggap sama di muka hukum, oleh karena itu 
seharusnya setiap orang diperlakukan sama. 
Penganut aliran ini adalah Cesare Baccaria dan Jeremy 
Bentham. 
1. Aliran Positivis 
Aliran positivis terbagi atas dua bagian besar yakni11 : 
Pertama determinasi biologis (biologicat determinism) perilaku 
manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada 
dalam dirinya. Kedua determinasi cultural (cultural determinism) 
mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya, dan 
lingkungan di mana seseorang itu hidup. 
Para ilmuwan ini tidak cukup hanya dengan berfikir untuk 
meningkatkan dan memodernisasi peradaban masyarakat, tetapi 
mereka lebih banyak berkeinginan untuk menjelaskan semua 
gejala kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat. 
Aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akalnya disertai 
kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi, aliran 
ini berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari 
pengaruh faktor lingkungannya. Secara singkat, aliran ini 
                                                             
11 Ibid., hlm. 33-34 
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berpegang teguh pada keyakinan bahwa seseorang dikuasai oleh 
hukum sebab akibat (cause-effect relationship). 
Landasan pemikiran aliran positivis adalah sebagai berikut : 
a. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. 
b. Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat di atas 
dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah 
laku manusia. 
c. Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas. 
Abnormalitas ini mungkin terletak pada diri individu atau juga 
pada lingkungannya. 
d. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan 
dengan tanda-tanda yang normal. 
e. Abnormalitas tersebut dapat diperbaiki dan karenanya 
penjahat dapat diperbaiki. 
f. Treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, 
sehingga tujuan dan sanksi bukanlah menghukum melainkan 
memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. 
2. Aliran Social Defence 
12Aliran social defence yang dipelopori oleh Judge Marc 
Angel telah mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan 
aliran terdahulu. Munculnya aliran ini disebabkan teori aliran positif 
klasik dianggap terlalu statis dan kaku dalam menganalisis 
                                                             
12 Ibid., hlm.34-35 
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kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun demikian, arti 
social defence berbeda dengan yang dimaksud tokoh aliran positif, 
yaitu : 
a. Social defence tidak bersifat deterministic. 
b. Social defence menolak tipologi yang bersifat kaku tentang 
penjahat dan menitikberatkan pada keunikan kepribadian 
manusia. 
c. Social defence meyakini sepenuhnya nilai-nilai moral. 
d. Social defence menghargai sepenuhnya kewajiban-kewajiban 
masyarakat terhadap penjahat dan mencoba menciptakan 
keseimbangan antara masyarakat dan penjahat serta menolak 
mempergunakan pendekatan yang bersifat security sebagai 
suatu alat administrative. 
e. Sekalipun mempergunakan penemuan-penemuan ilmu 
pengetahuan namun social defence menolak dikuasai olehnya 
dan menggantikannya dengan system yang modern “politik 
kriminal”. 
B. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak 
disebutkan secara jelas mengenai kejahatan, tetapi kejahatan itu 
diatur dalam pasal 104 sampai Pasal 448 KUH Pidana. Secara 
etimologis, kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang 
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mempunyai sifat jahat seperti membunuh, mencuri, menipu, dan 
lain-lain. 
Definisi kejahatan sendiri terbagi atas dua sudut pandang13, 
yaitu: 
1. Dari sudut pandang hukum ( a crime from the legal point 
of view ). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap 
tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun 
jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di 
dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai 
perbuatan yang bukan kejahatan. 
2. Dari sudut pandang masyarakat ( a crime from the 
sociological point of view ). Batasan kejahatan dari sudut 
pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-
norma yang masih hidup di dalam masyarakat, contohnya di dalam 
hal ini adalah, bila seorang muslim meminum minuman keras 
sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari 
sudut pandang masyarakat islam, dan namun dari sudut pandang 




                                                             
13 Ibid., hlm. 16-17 
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2. Unsur-unsur Pokok untuk Menyebut Sesuatu Perbuatan 
Sebagai Kejahatan 
Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada 7 
( tujuh ) unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. 
Ketujuh unsur tersebut adalah14 : 
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm) 
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya 
orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan 
kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 KUHP  
(asas legalitas) 
3. Harus ada perbuatan (criminal act) 
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea) 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di 
dalam KUHP dengan perbuatan. 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan 
tersebut. 
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
1. Teori Labeling 
Tokoh-tokoh teori labeling adalah15 : 
                                                             
14 Ibid.,  hlm. 18-19  
15 Ibid., hlm. 67-70 
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a. Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada  
mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-
kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang 
apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu. 
b. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan 
dalam dua bagian, yaitu : 
a) Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang 
memperoleh cap atau label. 
b) Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya. 
c. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai 
berikut : 
a) Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya 
bersifat kriminal. 
b) Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat 
dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki 
kekuasan. 
c) Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar 
undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh 
penguasa. 
d) Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat 
berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat 




e) Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling. 
f) Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem 
peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari 
karakteristik pelanggarannya. 
g) Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik 
umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan 
pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana. 
h) Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif 
kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan 
penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai 
penjahat. 
i)  Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan 
identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan 
rejection of the rejector. 
Dua konsep penting dalam teori labeling adalah primary 
deviance dan secondary deviance. Primary deviance ditujukan 
kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal. Sedangkan 
secondary deviance adalah berkaitan dengan reorganisasi 
psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari 
penangkapan dan cap sebagai penjahat. Sekali cap ini dilekatkan 
pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk 
selanjutnya melepaskan diri dari cap yang dimaksud dan kemudian 
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akan mengidentifikasi dirinya dengan cap yang telah diberikan 
masyarakat terhadap dirinya.  
d. Lemert telah memperkenalkan suatu pendekatan yang 
berbeda dalam menganalisis kejahatan sebagaimana tampak 
dalam pernyataan di bawah ini : 
This is large turn away from the older sociology which tended 
to rest heavily upon the idea that deviance leads to social 
control. I have come to believe that the reverse idea. i.e. social 
control leads to deviance, equally tenable and the potentially 
richer premise for studying deviance in modern society. 
e. Frank Tannenbaum menanamkan proses pemasangan label 
tadi kepada si penyimpang sebagai “dramatisasi sesuatu yang 
jahat/kejam”. Ia memandang proses kriminalisasi ini sebagai 
proses memberikan label, menentukan, mengenal 
(mengidentifikasi), memencilkan, menguraikan, menekankan 
menitikberatkan, membuat sadar, atau sadar sendiri. 
Kemudian menjadi cara untuk menetapkan cirri-ciri khas 
sebagai penjahat. 
Bersama dengan para teoritisi yang lainnya, tannenbaum 
berusaha mengalihkan pencarian data dari perbuatan menyimpang 
secara kriminologis kepada kontrol sosial dan mekanisme reaksi 
sosial. Dalam pengertian bahwa ini membalik arah proses analisis 
yang lazim, serta lebih menganggap bahwa perilaku kriminal 
menimbulkan reaksi sosial, mereka beranggapan bahwa reaksi 
sosial dapat menimbulkan perilaku kriminal. 
23 
 
2. Teori Konflik (conflict Theory) 
16Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan 
hukum. Pertarungan (struggle) untuk kekuasaan merupakan suatu 
gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan 
kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha 
mengontrol pembuatan dan penegakan hukum. Untuk memahami 
pendekatan atau teori ini, kita perlu secara singkat melihat model 
tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana 
sebagai lahir dari konsensus masyarakat (communal consensus) 
Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada 
umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, 
dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial 
yang disepakati tersebut. Hukum merupakan mekanisme untuk 
menyelesaikan perselisihan yang muncul jika si individu bertindak 
terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima 
masyarakat. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai 
suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan “for the 
general good” (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk 
mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-
kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, 
dengan pengorbanan yang sedikit mungkin. 
                                                             
16 Ibid., hlm. 71-72 
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Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya 
proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga 
tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasan (power) untuk 
membuat dan menegakkan hukum. Teori konflik, sebagaimana 
labeling theory, memiliki akarnya dalam memberontak dan 
mempertanyakan tentang nilai-nilai. Tetapi berbeda dengan 
pendekatan labeling maupun tradisional yang terfokus pada 
kejahatan dan penjahat (termasuk labeling terhadap pelaku oleh 
sistem), teori konflik ini mempertanyakan eksistensi dari system itu 
sendiri. Pertarungan antara para teoritisi tradisional dan labeling 
disatu sisi dengan teoritisi konflik pada sisi lain menjadi bersifat 
ideologis. Para penganut teori konflik menentang pandangan 
consensus tetntang asal lahirnya hukum pidana dan 
penegakannya. 
D. Teori Penaggulangan Kejahatan (Criminal Prevention) 
Penaggulangan kejahatan Emperik terdiri atas tiga bagian 
pokok17, yaitu : 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah 
upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk  
mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan 
                                                             
17 Ibid., hlm. 79-80 
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dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah 
menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-
norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada 
kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada 
niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang 
meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori 
NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, 
ditengah malam pada saat lampu merah lalulintas menyala maka 
pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas 
tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal 
ini selalu terjadi dibanyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan 
kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor NIAT 
tidak terjadi. 
2. Preventif  
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut 
dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang 
ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 
dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor 
tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada 
ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian 
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kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam 
upaya preventif kesempatan ditutup. 
3. Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ 
kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 
enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. 
D. Kejahatan Perusakan Barang 
Kejahatan perusakan barang atau beschadiging atau 
vernieling itu diatur dalam Buku ke II bab XXVII Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana pada Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 406 
ayat (1) 
Sebenarnya undang-undang sendiri tidak memberikan nama 
atau kwalifikasi terhadap tindak pidana yang disebutkan di dalam 
bab ke XXVII, melainkan doctrine-lah yang telah menyebabkan 
sebagai „zaak of eigendomsbeschagiding‟ atau „pengrusakan 
terhadap benda atau hak milik‟. 
Tindak pidana (kejahatan) perusakan di dalam bentuknya 
yang pokok dirumuskan di dalam Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 406 
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi 
sebagai berikut : 
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1. Barang siapa secara terang-terangan dan secara bersama-
sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam 
bulan 
Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP 
tersebut di atas, terdiri dari : 
Unsur-unsur objektif : 
1. Bersama-sama melakukan kekerasan 
2. a. Terhadap orang atau barang 
b. Dimuka umum 
2.  “Barang siapa dengan sengaja dan secara melawan hukum 
menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau 
menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara 
paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP 
tersebut di atas, terdiri dari : 
a. Unsur-unsur objektif : 
1. Menghancurkan, merusak, membuat hingga tidak dapat 
dipakai atau menghilangkan: 
2. a.Suatu benda 
b.yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. 
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b. Unsur-unsur subjektif 
Dengan sengaja dan secara melawan hukum. 
Berbeda dengan pengertian “benda” di dalam kejahatan-
kejahatan pencurian dan penggelapan, dimana perkataan benda itu 
harus ditafsirkan sebagai “benda-benda berwujud dan bergerak” 
atau “stoffelijke en rorende goerden”, maka perkataan benda 
menurut pasal 406 KUHP ini harus ditafsirkan, bukan saja sebagai 
benda-benda berwujud dan bergerak, melainkan juga benda-benda 
dan tidak bergerak juga termasuk di dalamnya. 
E. Beberapa Pengertian 
1. Pengertian Massa Pendukung 
Massa secara umum berbeda dengan pengertian massa 
dalam komunikasi. Secara umum massa diartikan sebagai orang 
yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak, anggotanya 
heterogen, berkumpul di suatu tempat dan tidak individualistis. 
Massa memiliki kesadaran diri yang rendah, tidak dapat bergerak 
dengan terorganisir, tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan 
terdapat “dalang” di belakangnya yang berfungsi memanipulasi 
mereka. Ini berbeda pengertiannya bila dikaitkan dengan ilmu 
komunikasi. Massa dalam komunikasi lebih merujuk pada penerima 
pesan media massa atau disebut audience.18 
                                                             
18 http://edukasi.kompasiana.com/2010/10/15/perbedaan-publik-massa-kerumunan-kelompok-




2. Pengertian Pilkada  
Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah itu adalah19 Sarana 
pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau 
kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”  
(Pasal 1 ayat (1) PP No. 6/2005 tentang Pemilihan, 
Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah). mengatur tentang “Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 
propinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Walikota 





                                                             
19 http://ooyi.wordpress.com/2008/08/26/pemilihan-kepala-daerah-02/ download tanggal 18 







A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih Penulis untuk mendapatkan 
data dan informasi mengenai permasalahan adalah bertempat di 
Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut 
menjadi pilihan Penulis sebab Kabupaten Jeneponto merupakan 
wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Jeneponto. 
Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di berbagai tempat 
yang dianggap Penulis dapat memberikan kontribusi dalam 
penelitian ini. Tempat-tempat yang dimaksud adalah Kantor Komisi 
Pemilihan Umun (KPU) Jeneponto, Kantor Panwaslu Jeneponto 
dan Kantor Polres Jeneponto. Selain itu, proses penelitian juga 
berlangsung di Universitas Hasanuddin terkait dengan referensi-
referensi yang diperoleh dari studi pustaka yang dilakukan di 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan 
Fakultas Hukum UIniversitas Hasanuddin.   
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah20 
penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian 
lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang 
                                                             
20
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hal. 14 
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mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang - undang 
yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan 
hukum sumbernya. 
 Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang berupa 
tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber-
sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang 
diteliti. Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian 
lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun 
penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan 
secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan 
permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan 
di Kepolisian Resort Jeneponto, Kantor KPU Jeneponto, dan 
Kantor Panwaslu Jeneponto. Penelitian hukum ini dilakukan dalam 
bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat 
dari para pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan 
yang ada.  
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder.21 
1. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung 
dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi 
pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang 
                                                             
21
Ibid, hal. 12-13 
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dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan 
permasalahan yang ada. 
2. Data Sekunder, adalah data- data yang siap pakai dan dapat 
membantu menganalisa serta memahami data primer. Data 
sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh                            
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data 
sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada 
literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan. 
Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan 
memerhatikan peraturan perundang-undangan yang ada 
maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum. Data 
sekunder tersebut terdiri dari :  
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, 
yaitu Undang-Undang.  
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang 
menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku – buku 
(literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk 
cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  
c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain 
sebagainya.   
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  
1. Sumber data yang diperoleh dari penelitian pustaka (library 
research), yaitu buku kepustakaan, artikel, peraturan 
perundang-undangan, yurispudensi, dan karya ilmiah yang 
ada hubungannya dengan objek penelitian.  
2. Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field 
research), yaitu pihak – pihak yang dianggap memiliki 
kompetensi dan relevansi dengan permasalahan yang akan 
dibahas dan diperoleh melalui proses wawancara.   
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut :  
1. Melalui Proses Wawancara  
Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber 
secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui 
tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta cita-cita 
dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana 
penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara 
dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber 
terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.  
2. Studi Pustaka  
Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk 
menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara 
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menganalisis bahan – bahan pustaka yang terkait dengan 
permasalahan yang dikaji,  baik itu bersumber dari bahan hukum 
primer, sekunder, dan tersier. 
D. Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah untuk 
mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama 
penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara 
menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis 
dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan 
sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, 
pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan 
hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis. Metode berpikir dalam mengambil 
kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari 
pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk 









A. Data Pengrusakan Barang Yang Dilakukan Oleh Massa 
Pendukung Calon Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten 
Jeneponto 
Untuk membahas lebih lanjut mengenai pengrusakan barang 
yang diakibatkan oleh massa pendukung calon bupati dan calon 
wakil bupati di kabupaten jeneponto, maka terlebih dahulu penulis 
memaparkan data-data yang didapatkan dari hasil penelitian di 
Polres Jeneponto. Berikut data-data yang diperoleh dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan. 
Tabel 1 
Data pengrusakan oleh massa terhadap kantor KPU 
No Tahun Kasus 
1. Pilkada tahun 2004 Pembakaran Kantor KPU 
2. Pilkada tahun 2013 Pengrusakan Kantor KPU 
Sumber : Bagian Reskrim Polres Jeneponto 
Tabel di atas menunjukkan pada Pilkada tahun 2004 dan 
Pilkada tahun 2013 terjadi berbagai aksi pembakaran dan 
pengrusakan kantor KPU Jeneponto oleh massa pendukung calon 
bupati dan calon wakil bupati. 
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Dari tabel di atas, dapat kita lihat pada pilkada tahun 2004 
terdapat kasus pembakaran kantor KPU dan 9 tahun kemudian 
pada pilkada tahun 2013 terjadi kasus pengrusakan yang berujung 
bentrok dengan aparat kepolisian. 
Tak jarang aksi unjuk rasa yang awalnya dilakukan dengan 
damai dan tertib berakhir dengan bentrokan dengan pihak 
kepolisian bahkan berbuntut dengan aksi pengrusakan terhadap 
sejumlah barang karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. 
Penulis juga berkesempatan memaparkan data-data 
mengenai sejumlah barang yang menjadi sasaran pengrusakan 
oleh massa pendukung calon bupati dan calon wakil bupati. Berikut 
jumlah barang yang dirusak yang dapat terhimpun dari hasil 
penelitian di Polres Jeneponto. 
Tabel 2 
Jumlah barang yang menjadi sasaran pengrusakan oleh massa 
pendukung calon bupati dan calon wakil bupati 
Jenis Barang 
Tahun dan Jumlah Barang 
2004 2013 
Fasilitas Kantor  1 2 
Kendaraan dinas 2 1 
Fasilitas Umum 1 2 
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Total  4 5 
Sumber Data : Bagian Reskrim Polres Jeneponto 
Tabel di atas menunjukkan sejumlah aksi pengrusakan yang 
dilakukan oleh massa pendukung calon bupati dan calon wakil 
bupati di kabupaten Jeneponto. Dalam aksi pengrusakan yang 
dilakukan oleh massa yang sering menjadi sasaran pengrusakan 
adalah mobil berplat merah (mobil dinas), fasilitas kantor seperti 
kaca dan alat peraga kampanye (spanduk) serta fasilitas umum 
seperti kaca gedung serbaguna.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres 
Jeneponto AKP. Hari Suwita, pada tahun 2004 terjadi demo anarkis 
yang berbuntut pembakaran kantor KPU Jeneponto. Kejadian 
tersebut pada tanggal 25 september bertepatan pengumuman 
rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan 
calon terpilih oleh KPU Jeneponto. Ratusan pendemo yang diduga 
berasal dari massa salah satu pasangan calon bupati dan wakil 
bupati melakukan aksi pembakaran kantor KPU Jeneponto. Dalam 
peristiwa itu, dilaporkan ada 2 mobil dinas yang ikut dirusak oleh 
massa. Dalam data kepolisian kendaraan yang dirusak masing-
masing Kijang Innova bernopol DD 22 G dan Daihatsu Xenia DD 27 
G. Adapun fasilitas umum yang menjadi sasaran adalah gedung 
serbaguna dan fasilitas kantor KPU yang habis terbakar. 
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Pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 16 september, aksi 
demo ratusan massa pasangan calon yang bertake line BARANI-
URANTA dalam menyikapi putusan KPU kabupaten Jeneponto No. 
10/PILBUP/KPTS/KPU-KAB-025.433268/VII/2013 tertanggal 16 juli 
2013 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat 
sebagai peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 
2013. Massa bergerak dengan membawa bambu runcing, bom 
molotov serta batu. Mereka merusak fasilitas umum yang berada di 
dekat kantor KPU. serta gedung serbaguna yang berada di 
perempatan jalan Lanto.Dg Pasewang juga menjadi sasaran 
pengrusakan. Selain memecahkan kaca-kaca, mereka juga 
merusak kendaraan dinas pegawai KPU berupa motor Honda 
Supra Fit Bernopol DD 3879 GE. Dalam peristiwa tersebut 15 orang 
berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian, namun 15 pelaku 
pengrusakan tersebut tidak mendapat sanksi pemidanaan 
disebabkan oleh akan berdampak luas terhadap pelaksanaan 
pemilukada seperti adanya efek pengrusakan di tempat lain, 
adanya ancaman boikot TPS di beberapa desa , selain itu alasan 
kepolisan membebaskan para pelaku pengrusakan disebabkan 
karena kepolisian sulit untuk mengidentifikasi para pelaku 
pengrusakan dan masyarakat yang berada di tempat kejadian 
perkara takut untuk bersaksi di kepolisian, namun para pelaku 
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membuat surat pernyataan dihadapan kepolisian untuk tidak  
melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari. 
Setelah memaparkan data-data terkait sejumlah aksi 
pengrusakan oleh massa pendukung calon bupati dan calon wakil 
bupati di kabupaten Jeneponto, selanjutnya penulis akan 
memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya aksi perusakan 
tersebut. 
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan 
Pengrusakan Oleh Massa Pendukung Calon Bupati Dan Wakil 
Bupati Di Kabupaten Jeneponto 
Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan sebagai salah satu 
fenomena sosial yang sangat mempengaruhi ketentraman dan 
kesejahteraan kehidupan masyarakat tidak timbul dengan 
sendirinya. Oleh karena itu, untuk menanggulangi kejahatan 
sebagai masalah sosial yang rumit, maka perlu untuk diketahui apa 
yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut. 
Hasil wawancara dengan 10 orang yang menjadi pendukung 
pasangan calon bupati dan wakil bupati Jeneponto, mengatakan 
bahwa faktor penyebab terjadinya aksi pengrusakan barang yang 
dilakukan oleh massa pendukung pasangan calon tersebut yaitu 
adanya faktor kekecewaan terhadap KPU. Selanjutnya, secara 
umum ditemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya 
aksi pengrusakan juga antara lain faktor psikologis dan faktor 
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simpatik terhadap pasangan calon tersebut, dan adanya pihak-
pihak tertentu yang memprovokasi jalannya aksi unjuk rasa massa 
pendukung pasangan calon, serta lemahnya faktor pengamanan 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian. 
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan faktor-
faktor penyebab terjadinya aksi pengrusakan barang yang 
dilakukan oleh massa pendukung sebagai berikut : 
1. Faktor Kekecewaan 
Hal yang mendasar yang menyebabkan terjadinya aksi 
pengrusakan yang dilakukan oleh massa pendukung pasangan 
calon adalah faktor kekecewaan karena pasangan bakal calon 
bupati dan wakil bupati Jeneponto H.A. Baharuddin BJ dan H. 
Isnaad Ibrahim, S.H yang bertake line BARANI-URANTA tidak 
diloloskan oleh KPU sebagai peserta pemilukada padahal 
pasangan calon tersebut telah banding dan PTUN Makassar telah 
mengeluarkan Putusan Nomor : 58/G/2013/P.TUN.Mks yang 
memenangkan pasangan calon tersebut untuk dimasukkan sebagai 
peserta pemilukada kabupaten Jeneponto dengan No. Urut 4. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Panwaslu Jeneponto, 
Saiful, S.H.  pihak KPU Jeneponto tidak meloloskan pasangan 
bakal calon tersebut yakni berdasarkan keputusan KPU Kab. 
Jeneponto No. 10/PILBUP/KPTS/KPU-KAB-025.433268/VII/ 2013 
tertanggal 16 juli 2013 tentang penetapan pasangan calon yang 
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memenuhi syarat sebagai peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati 
Jeneponto tahun 2013, dari 5 bakal pasangan calon yang 
mendaftar di KPU Jeneponto hanya 3 bakal pasangan calon bupati 
yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai peserta 
pemilukada yaitu : Drs. H. Iksan Iskandar, M. Si & Mulyadi 
Mustamu, S.H, Drs. Syuaib Mallombasi MM & Drs. Andi 
Mappatunru, S.H.M.H, dan Drs. H. Aksari Fakhsirie Radjamilo, M.Si 
& H. Mahlil Sikki, SE.MM. Sedangkan 2 bakal pasangan calon 
lainnya atas nama : Drs. Burhanuddin BT, MM & DR. Sanusi 
Hamid, dan H.A Baharuddin BJ & H. Isnaad Ibrahim, S.H, tidak 
memenuhi syarat sebagai peserta pemilukada. Faktor yang 
menyebabkan sehingga kedua bakal pasangan calon Bupati dan 
Wakil Bupati Jeneponto tersebut tidak lolos sebagai peserta 
pemilukada yakni kedua bakal pasangan itu tidak memenuhi 
persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi 
di DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam 
pemilu anggota DPRD tahun 2009. Hal ini secara tegas dinyatakan 
dalam UU Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 
ayat (1) yang menyatakan bahwa “peserta pemilihan kepala daerah 
dan wakil kepala daerah : a.pasangan calon yang diusulkan oleh 
partai politik atau gabungan partai politik, b. pasangan calon 
perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Selanjutnya di 
42 
 
ayat (2) menyatakan “partai politik atau gabungan partai politik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan 
pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan 
sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPRD atau 15 % dari 
akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota 
DPRD di daerah yang bersangkutan. Selanjutnya dipertegas lagi 
dalam peraturan KPU Nomor 9 tahun 2013 tentang pedoman teknis 
pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala 
daerah, Pasal 60 ayat (1) menyatakan “ KPU provinsi atau KPU 
kabupaten menetapkan persyaratan paling sedikit 15 % kursi atau 
15 % suara sah partai politik dengan keputusan KPU provinsi atau 
keputusan KPU kabupaten sebelum pendaftaran bakal pasangan 
calon”. Oleh karena itu, dari 5 bakal pasangan calon yang 
mendaftar di KPU Jeneponto yang kesemuanya menggunakan 
kendaraan partai poltik atau gabungan partai poltik, KPU Jeneponto 
hanya menetapkan 3 bakal pasangan calon sebagai peserta pemilu 
Bupati dan Wakil Bupati  tahun 2013 dan tidak menetapkan 2 bakal 
pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta 
pemilu. Terhadap partai politik pengusung kedua bakal pasangan 
calon ditemukan ada 10 partai politik yang memberikan dukungan 
ganda terhadap masing-masing bakal pasangan calon, dan setelah 
dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai politik 
yang ganda itu, masing-masing bakal pasangan calon memperoleh 
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dukungan tidak sampai 15 % sebagai syarat mutlak yang harus 
dipenuhi untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu. 
 
 
2. Faktor Psikologis dan Faktor Simpatik 
Di dalam interaksi sosial akan menyebabkan munculnya 
suasana kebersamaan diantara individu-individu yang terlibat. Di 
dalam psikologi sosial kemudian muncul istilah situasi sosial, yaitu 
tiap-tiap situasi di mana terdapat saling hubungan antara manusia 
yang satu dengan yang lain. Dalam kasus demonstrasi, pada 
umumnya pihak atau kelompok yang melakukan demo mempunyai 
visi dan misi yang sama, sehingga dengan kesamaan ini para 
massa pendukung cenderung memiliki solidaritas yang tinggi antara 
sesama anggota. Sehingga jika salah satu anggota melakukan 
tindakan pengrusakan maka anggota yang lain juga akan sangat 
mudah untuk mengikuti tindakan tersebut. 
Didalam ilmu psikologi massa, ada empat cara yang sering 
digunakan untuk menjelaskan perilaku massa (kelompok)22, yaitu : 
1. Social Contagion Theory (Teori Penularan Sosial) menyatakan 
bahwa orang akan mudah tertular perilaku orang lain dalam 
situasi kelompok, mereka melakukan tindakan meniru / imitasi. 
2. Emergence Norm Theory, menyatakan bahwa perilaku 
didasari oleh norma kelompok, maka dalam perilaku kelompok 
ada norma sosial mereka yang akan ditonjolkannya. Bila 
norma ini dipandang sesuai dengan keyakinannya, dan 
                                                             
22 http://sutyanto.blog.unair.ac.id/2008/12 download tanggal 16 maret 2014 pada jam 08.00 WIB 
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berseberangan dengan nilai / norma aparat yang bertugas, 
maka konflik horizontal akan terjadi. 
3. Convergency Theory, menyatakan bahwa kerumunan massa 
akan terjadi pada suatu kejadian dimana ketika mereka 
berbagi (convergence) pemikiran dalam menginterpretasi 
suatu kejadian. Orang akan mengumpul bila mereka memiliki 
minat yang sama dan mereka akan terpanggil untuk 
berpartisipasi. 
4. Deinduviduation Theory, menyatakan bahwa ketika orang 
dalam kerumunan, maka mereka akan “menghilangkan” jati 
dirinya, dan kemudian menyatu ke dalam jiwa massa. 
 
Psikologi massa sangat erat hubungannya dengan perilaku 
massa yang akan terbentuk setelah mereka sepakat untuk menjadi 
massa di dalam sebuah peristiwa. Biasanya perilaku yang 
terbentuk adalah perilaku kolektif dimana perilaku ini menjurus 
pada gerakan-gerakan sosial politik yang bertujuan untuk mencapai 
perubahan dalam aspek sosial dan politik juga. Namun, sangat 
disayangkan bahwa perilaku ini memberikan dampak yang kurang 
baik bagi massa itu sendiri. Tindakan kolektif yang dilakukan massa 
tidak bergantung pada mobilisasi dan kepemimpinan serta bergerak 
secara otomatis karena adanya dorongan kesadaran individu yang 
sangat kuat. Apabila dibiarkan berjalan mengikuti alur yang sedang 
berlangsung memungkinkan munculnya tindakan-tindakan yang 
kurang menyenangkan akibat adanya perbedaan sikap antar 
individu yang akhirnya akan merugikan diri sendiri, apalagi  secara 
psikologis orang Jeneponto terkenal dengan wataknya yang keras 
dan mudah terpancing emosinya. Selain itu faktor simpatik massa 
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terhadap pasangan calon sangatlah kuat dimana pasangan calon 
tersebut merupakan tokoh sentral di masing-masing desa mereka. 
Pada saat mereka menjabat sebagai pejabat pemerintah di 
kabupaten Jeneponto mereka banyak memberikan sumbangsih 
terhadap masyarakat di desa mereka sehingga banyak masyarakat 
merasa simpati dan dengan maksud membalas budi pasangan 
calon yang akan maju dalam pemilukada Jeneponto tersebut, 
massa akhirnya mendukung secara penuh pencalonan H. A. 
Baharuddin Baso Jaya & H. Isnaad Ibrahim, S.H. Sebagai 
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto. 
3. Adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu 
 Pada saat demonstrasi tentunya melibatkan banyak orang, 
hal ini membuat situasi sangat sulit untuk dikontrol dan 
dikendalikan, selain itu banyaknya pendemo juga sangat rawan 
dengan provokasi, baik provokasi dari dalam maupun dari luar, 
provokasi dari dalam biasanya dilakukan oleh salah satu anggota 
demonstran yang mempunyai kecenderungan perilaku 
menyimpang dalam kesehariannya, sehingga dimanapun orang 
tersebut berada maka akan ada potensi untuk rusuh akibat perilaku 
yang dilakukannya. Lalu provokasi juga mungkin dilakukan oleh 
pihak-pihak luar yang menginginkan suasana demo menjadi rusuh 
dengan niat ataupun kepentingan tertentu. 
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4. Faktor Lemahnya Pengamanan yang Dilakukan oleh Pihak 
Kepolisian 
Faktor kurangnya pengamanan yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian menjadi masalah selanjutnya yang dapat menimbulkan 
kerusuhan. Dimana pihak kepolisian yang dibantu dengan Aparat 
Brimob Polda hanya mengamankan satu titik penjagaan yaitu 
berpusat di kantor KPU sehingga membuka celah oleh massa 
pendukung pasangan calon untuk memboikot jalan poros 
Makassar-Jeneponto yang tepatnya terjadi di kecamatan bangkala, 
massa memblokir jalanan dengan menaruh pohon besar di tengah 
jalan sehingga mobil tidak bisa melintasi jalan tersebut, selain itu 
setiap menghadapi massa, polisi seperti menghadapi musuh, 
sehingga sangat mudah terjadi bentrokan yang berujung 
pengrusakan barang. Dalam banyak kasus, penanganan 
demonstrasi justru membangkitkan banyak kritik. Jajaran kepolisian 
kerap dituding sebagai bidang pemicu kerusuhan, bukan pencipta 
ketertiban.  
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Kejahatan 
Pengrusakan Oleh Massa Pendukung Calon Bupati Dan Wakil 
Bupati Di Kabupaten Jeneponto 
Dalam perkembangan yang lebih luas, berbagai aksi demo 
yang awalnya berjalan kondusif, namun karena adanya faktor-faktor 
yang mempengaruhi terjadinya aksi anarkis maupun tidak 
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tertangani dengan baik, dalam perkembangannya tak jarang 
berlanjut bentrokan dengan aparat kepolisian dan cenderung 
bertindak anarkis, seperti terjadinya pembakaran, penyanderaan, 
penjarahan, dan pengrusakan fasilitas umum lainnya, sehingga 
situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tidak 
menentu, yang berdampak pada timbulnya kerugian harta benda, 
korban jiwa, serta terhambatnya aktivitas masyarakat dan 
pemerintahan. 
Dalam mengantisipasi kondisi demikian, tentunya POLRI, 
sebagai aparat yang memiliki tugas pokok dalam memelihara 
keamanan dan ketertiban dalam negeri, menegakkan hukum, serta 
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat dituntut untuk dapat mengantisipasi keadaan tersebut 
dengan baik, dengan melakukan pola pelayanan, dengan 
mengedepankan strategi pencegahan (pre-emtif), dan pengamanan 
(preventif), dalam mengantisipasi dan meredam aksi unjuk rasa 
yang bersifat anarkis, sehingga dapat diantisipasi dan tidak meluas. 
Dari hasil wawancara lebih lanjut dengan Kasat Reskrim Polres 
Jeneponto, AKP Hari Suwita. Mengungkapkan beberapa upaya 
penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap aksi 
demo yang terjadi di kabupaten Jeneponto sesuai dengan Standar 
Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara 
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Republik Indonesia No : Protap/1/x/2010 tentang penanggulangan 
anarki, yaitu: 
1. Upaya Pre-Emtif 
Dalam hal ini Polri mendatangi tokoh masyarakat dan  
melakukan pengarahan agar tidak melakukan aksi anarkis, 
serta  mengidentifikasi para massa pendukung. Pihak 
kepolisian juga memberikan himbauan dan mendekati 
kelompok massa unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. 
Hal ini ditujukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan 
dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan 
masyarakat serta memberitahukan lebih awal kepada instansi 
terkait yang akan dijadikan sasaran aksi demonstrasi. 
2. Upaya Preventif 
Dalam upaya preventif, pihak kepolisian melakukan tugas 
sesuai dengan prosedur tetap. Hal ini dimaksudkan agar pihak 
kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil 
tindakan tidak dipandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak 
kepolisian dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat 
kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu 
demonstrasi agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman 
dari dampak demonstrasi tersebut. Adapun tindakan kepolisan 
yang dimaksud dalam prosedur tetap kepolisan Negara 
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Republik Indonesia No Protap/1/x/2010 tentang 
penanggulangan anarki tersebut adalah : 
 No. 14. Protap/1/x/2010 cara bertindak 
a. Terhadap sasaran AG (Ambang Gangguan) 
1) Perorangan anggota Polri 
Apabila melihat, mendengar dan mengetahui AG, setiap 
anggota Polri wajib melakukan tindakan agar AG tidak 
berkembang menjadi GN dengan upaya antara lain : 
a) Melakukan pemantauan dan himbauan kepada pelaku 
agar menaati hukum yang berlaku dan menjaga tata 
tertib; 
b) Menyampaikan kepada pelaku bahwa perbuatannya 
dapat membahayakan ketentraman dan keselamatan 
umum, serta jangan menggunakan kekerasan dalam 
menyelesaikan masalah; 
c) Mencatat identitas pelaku beserta peralatan yang 
dibawanya; 
d) Apabila pelaku melakukan perlawanan kepada petugas, 
maka segera dilakukan himbauan berupa : 
SAYA SELAKU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA ATAS NAMA UNDANG-
UNDANG SAYA PERINTAHKAN AGAR SAUDARA 
TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN YANG 
MELANGGAR HUKUM.. 
e) Melaporkan kepada pimpinan dan/atau satuan kepolisian 
terdekat dengan menggunakan alat komunikasi yang 
ada. 
 
2) Personil ikatan satuan 
Apabila personel dalam ikatan satuan melihat, 
mendengar, mengetahu adanya AG, cara bertindak yang 
dilakukan adalah: 
a) Pimpinan satuan melakukan pembagian tugas, antara 
lain : tugas pemantauan, pemotretan, identifikasi; 
50 
 
b) Pimpinan satuan melakukan himbauan kepada pelaku 
untuk menaati hukum yang berlaku dan menjaga tata 
tertib; 
c) Menghimbau agar segera menyerahkan peralatan 
dan/atau barang-barang berbahaya lainnya kepada 
petugas; 
d) Apabila pelaku melakukan perlawanan kepada petugas, 
maka segera dilakukan himbauan. 
e) Apabila pelaku tidak mengindahkan perintah petugas, 
maka dilakukan penindakan: 
1) Memerintahkan dan menghentikan pergerakan pelaku 
dan/atau kendaraan yang digunakan. 
2) Memerintahkan semua orang untuk berhimpun atau turun 
dari kendaraan 
3) Melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan atas 
barang-barnag yang menyertainya 
 
 Protap/1/x/2010 No.15, cara bertindak terhadap sasaran 
GN (Gangguan Nyata): 
a. Perorangan anggota Polri 
1) Apabila pelaku melakukan anarki, maka segera dilakukan 
tindakan: 
a) Peringatan secara lisan agar menghentikan tindakannya; 
b) Segera melaporkan kepada pimpinan dan/atau satuan 
Polri terdekat untuk meminta bantuan kekuatan dan 
perkuatan. 
 
b. Personil Ikatan satuan 
Apabila personil dalam ikatan satuan menghadapi GN, 
cara bertindak yang dilakukan adalah: 
1) Pimpinan satuan memerintahkan kepada para pelaku 
untuk menghentikan semua anarki dengan bunyi 
perintah: 
a) SAYA SELAKU PETUGAS KEPOLISIAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA ATAS NAMA UNDANG-
UNDANG SAYA PERINTAHKAN AGAR 
MENGHENTIKAN ANARKI; 
b) APABILA TIDAK MENGINDAHKAN PERINTAH AKAN 
DILAKUKAN TINDAKAN TEGAS. 
 
3. Upaya Represif 
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Upaya represif merupakan tindakan terakhir pihak kepolisian 
ketika aksi unjuk rasa sudah tidak terkendali lagi. Dalam 
melakukan tindakan represif, pihak kepolisian harus 
melakukan sesuai dengan prosedur tetap (protap). Tindakan 
tersebut dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan tidak 
memungkiknkan lagi untuk dicegah sehingga Polri perlu 
melakukan tindakan tersebut guna dampak dari aksi unjuk 
rasa tersebut tidak meluas. Tindakan tersebut diatur dalam 
prosedur tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia No: 
Protap/1/x/2010 tentang penanggulangan anarki, yaitu: 
 Protap/1/x/2010 No.14 tentang cara bertindak 
1. Terhadap sasaran AG (Ambang Gangguan) 
Apabila melihat, mendengar dan mengetahui AG, setiap 
anggota Polri wajib melakukan tindakan agar AG tidak 
berkembang menjadi GN dengan upaya antara lain: 
f) Apabila pelaku melakukan perlawanan fisik terhadap 
petugas, maka dilakukan tindakan melumpuhkan dengan 
menggunakan: 
1) Kendali tangan kosong; 
2) Kendali tangan kosong keras; 
3) Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air 
mata, atau alat lain sesuai standar Polri; dan 
4) Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain 
untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku yang 
dapat menyebabkan luka atau kematian anggota Polri 
atau anggota masyarakat 
g) Apabila personil dalam ikatan satuan tidak mampu 
menangani AG anarki, maka segera meminta bantuan 
kekuatan dan perkuatan secara berjenjang; 
h) Apabila pelaku secara sukarela segera menyerahkan diri, 
maka dilakukan tindakan membawa pelaku ke kantor 
polisi terdekat untuk dilakukan proses lebih lanjut; dan 
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i) Terhadap para pelaku yang secara sukarela 
menyerahkan diri harus diperlakukan secara manusiawi 
dan berikan perlindungan terhadap hak-haknya. 
 
 No. 15 Protap. Cara menghadapi Gangguan Nyata (GN) 
a. Perorangan anggota Polri 
2) Berdasarkan penilaian sendiri bahwa pelaku anarki dapat 
ditangani, maka diupayakan dilakukan tindakan 
melumpuhkan dengan: 
a) Kendali senjata tumpul dan/atau senjata kimia antara lain 
gas air mata, atau alat lain sesuai standar polri; dan 
b) Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain 
untuk menghentikan tindakan atau perilaku yang dapat 
menyebabkan luka parah atau kematian dirinya sendiri 
atau anggota masyarakat. 
 
b. Personil ikatan satuan 
2) Apabila pelaku tidak mengindahkan perintah petugas 
maka segera dilakukan tindakan melumpuhkan dengan 
cara: 
a) Kendali dengan tangan kosong keras; 
b) Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air 
mata, atau alat lain sesuai standar Polri; 
c) Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain 
untuk menghentikan tindakan atau perilaku anarki yang 
dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota 
Polri atau anggota masyarakat atau kerusakan dan/atau 
kerugian harta benda didahului dengan tembakan 
peringatan kearah yang tidak membahayakan; 
d) Apabila pelaku tidak mengindahkan tembakan peringatan 
maka dilakukan tembakan terarah kepada sasaran yang 
tidak mematikan. 
3) Apabila personil dalam ikatan satuan tidak mampu 
menangani pelaku anarki segera meminta bantuan 
kekuatan dan perkuatan secara berjenjang; 
4) Apabila dalam tindakan melumpuhkan yang dilakukan 
oleh petugas terjadi korban luka petugas, pelaku 
dan/atau masyarakat segera dilakukan pertolongan 




Dari prosedur tetap yang telah dikemukakan di atas, 
tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
guna mencegah terlaksananya suatu tindak pidana. Seperti 
tindakan preventif yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan atau pelanggaran dengan menghapuskan suatu faktor 
kesempatan. Jika usaha preventif tidak dapat mencegahnya maka 
anggota Polri dapat mengambil tindakan represif yang bertujuan 
untuk menindak suatu kejahatan yang merupakan gangguan 
















Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat 
menyimpulkan sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
pengrusakan oleh massa pendukung calon bupati dan calon 
wakil bupati di kabupaten Jeneponto antara lain 1. Faktor 
kekecewaan, 2. Faktor psikologis dan Faktor Simpatik, 3. Faktor 
adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu, dan 4. Faktor 
lemahnya keamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. 
Keempat faktor inilah yang dapat mempengaruhi timbulnya aksi 
pengrusakan oleh massa pendukung. 
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk 
menanggulangi aksi pengrusakan antara lain upaya pre-emtif 
yang mendatangi tokoh masyarakat dan melakukan pengarahan 
agar tidak melakukan aksi anarki, serta mengidentifikasi massa 
pendukung. Pihak kepolisian juga memberikan himbauan dan 
mendekati kelompok massa agar berunjuk rasa dengan tertib 
dan memberitahukan kepada instansi terkait yang menjadi titik 
sasaran demonstrasi. Sedangkan upaya preventif dan represif 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap aksi unjuk rasa 
diatur dalam protap/1/x/2010 tentang tindakan kepolisian 
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terhadap ambang gangguan (AG) dan gangguan nyata (GN). 
Hal ini diatur dalam prosedur tetap (protap) diperuntukkan agar 
pihak kepolisian dalam mengambil tindakan, dianggap tidak 
berlebihan oleh masyarakat. 
B. Saran 
Dalam skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran 
yang terkait dengan penelitian penelitian penulis, antara lain : 
1. Dalam melakukan aksi unjuk rasa, penulis menyarankan kepada 
pengunjuk rasa untuk menghindari kelakuan yang dapat 
membuat kerugian bagi publik atau masyarakat.  
2. Dalam menangani aksi unjuk rasa, penulis mengaharapkan 
kepada pihak kepolisian agar melakukan tindakan sesuai 
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Prosedur Tetap 
(Protap) agar tindakan tersebut tidak berlebihan dan dapat 
diterima oleh masyarakat karena tak jarang tindakan kepolisian 
yang berlebihan menjadi faktor tindakan anarkis pendemo 
makin membesar, serta pihak kepolisian tidak melakukan 
penjagaan yang berfokus pada satu instansi yang menjadi titik 
sasaran unjuk rasa. 
3. Terakhir, penulis mengharapkan agar pemerintah Kabupaten 
Jeneponto khususnya Kepolisian, KPU Jeneponto dan 
Panwaslu Jeneponto lebih menerima aspirasi yang dibawa oleh 
pengunjuk rasa dan membangun koordinasi dan komunikasi 
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dengan semua pihak pemangku kepentingan agar peristiwa 
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